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JE CIMUNCANG NO.21 D BANDUNG 40125
Telp. (022). 87832124 Fax (022), 57832125
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Bandung, 24 Mei 2019

Nomor WU 231 JOT.0M 2AV12019
Lampiran . 1 (satu) berkas
Hal . Laporan Hasil Evaluasi Akuntabilitas

Kinerja Instansi Pemerintah

Yth. Ketua Pengadilan Negeri Majalengka
di
Majalengka

Dalam rangka pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor & Tahun 2006 tentang
Pelaporan Keuangan dan Kineria Instansi Pemerintah, Instruksi Presiden Nomor 7
Tahun 1982 tfentang Akuntabifitas Kinerja Instansi Pemerintah, Surat Keputusan
MENPAN Nomor KEP-135/M.PAN/2004 tentang Pedoman Umum Evaluasi Laporan
Akuntabiiitas  Kinerja  Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Negara
Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 20 Tahun 2013
tentang Perubahan Lampiran Peraturan Menteri MNegara Pendayagunaan Aparatur
Negara dan Reformasi Birokrasi Nomaor 25 Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan
Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah serta Surat Keputusan Sokretaris
Mahkamah Agung R! Nomor 28A/SEK/SK/IVI2011 tentang Pedoman Umum Evaluasi
Laporan Akuntabilitas Kinerja Mahkamah Agung RI dan Pengadilan Tingkat Banding
selurub ingkungan Peradilan disampaikan hal-hal:

1. Evaluasi atas Laporan Akuntabilitas Kinerja Pengadilan Negeri Majalengka

dimaksudkan untuk:

a. Memperoleh informasi tentang implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja

Instansi Pemerintah (SAKIP).

Menitai akuntabilitas kinerja instansi.

Memberikan saran perbaikan untuk peningkatan kinerja dan penguatan

akuntabifitas instansi.

2. - Evaluasi dilaksanakan terhadap 5 (lima) komponen manajemen kinerja, maliputi:
Perencanaan Kinerja, Pengukuran Kinerja, Pelaporan Kinerja, Evaluasi Kinerja
dan Capaian Kinerja.

- Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKiPY tahun 2017,
merupakan salah satu dokumen yang dievaluasi selain Rencana Strategis
{Renstra), dokumen Rencana Kinerja Tahunan (RKT) dokumen Penetapan
Kinerja (PX) serta dokumen terkait iainnya.

3. Hasil evaluasi dituagngkan dalam kentuk nifai mulai dari 0 s.d 100

Setiap jawaban “Ya” akan diberikan nilai 1, sedangkan jawaban “Tidak™ akan

diberikan nilai 0, untuk jawaban afbfcidle, penilsian didasarkan pada judgement

evaluator dengan kriteria sebagai berikut

o o



Jawaban Kriteria Nilai
a Memenuhi hampir semua Kriteria 1
(lebih dari 80% s/d 100%)
T b Memenuhi sebagian besar kriteria 0,75
(lebih dari 60% sfd 80%)
C Memenuhi sebagian kriteria 0,50
(lebth dari 40% sfd 60%)
d |Memenuhi sebagian kecil kriteria ' 0,25
(lebih dari 20% sid 40%)
e Sangat kurang memenuhi kriteria 0
(kurang dari atau sama dengan 20%)

4. Pengadilan Negeri Majalengka mempercleh nilai sebesar 74,57 (BB} atau Sangat

Baik.

9. Nilai tersebut, merupakan akumulasi penilaian terhadap seluruh kemponsn
mangajamen kinerja, dengan rincian sebagai barikut:
a. Perencanaan Kinerja= Bobot 35% nilai yang diperoleh 25,64%:

1}

2)

3)

4)

5)

Dokumen Renstra tetah memuat visi, misi, tujuan, sasaran, namun belum
memuat target jangka menengah dan belum direviu secara berkata,
Dokumen Renstra telah disusun dalam satu dokumen tersendiri yang
merupakan suatu peningkatan di dalam penyusunan LKIP Tahun 2017.
Renstra telah digunakan sebagai acuan dalam penyusunan dokumen
perencanaan tahunan, namun belum sepenuhnya digunakan sebagai
acuan dalam penyusunan dokumen Renstra unit kerga serta dokumen
Rencana Kerja dan Anggaran.

Dokumen RKT telah digunakan sebagai acuan untuk menyusun PK dan
penyusunan RKT unit kerja, namun belum sepenuhnya digunakan sebagai
acuan untuk menyusun Rencana Kerja dan Anggaran (RKA).

Dokumen Penefapan Kinerja {PK) sudah dibuat dan telah memenuhi
kriteria indikator kinerja yang baik, namun dokumen tersebut belum
sepanuhnya dimonitor pencapaiannya secara berkala dan  belum
dimanfaatkan datam pengarahan dan pengorganisasian kegiatan, serta
target kinerja yang dipsrjanjikan belum sepenuhnya digunakan untuk
mengukur keberhasilan satker,

b. Pengukuran Kinerja= Bobot 20% nilai yang dineroleh 15,50%:

1)

2)

3)

4)

Telah terdapat Indikator Kinerja Utama {IKW) sebagai ukuran kinerja secara
formal dan telah terdapat mekanisme pengumpuian data kinerja yang
dilakukan secara berkala baik bulanan, tiwulan maupun semesteran.

Pada kualitas pengukuran sebagran besar IKU telah dapat diukur secara
obyektif, menggambarkan hasil dan relevan dengan kondisi yang akan
diukur serta telah digunakan untuk mengukur kinerja dan reatisasinya.

IKU telah dimanfaatkan dalam dokumen perencanaan dan penganggaran
serta untuk penilaian kinerja satker, namun IKU belum direviu secara
berkala.

Hasil pengukuran kinerja telah digunakan untuk penyusunan laporan



kinerja, namun belum sepenuhnya digunakan untuk pengendalian dan
pemantauan kinerja secara berkala.

c. Pelaporan Kinerja= Bobot 15% nilai yang diperalen 12,00%:

1}

2)

LAKIP yang disusun sudah menginformasikan capaian kinerja utama
satuan keria, tetapi belum menyajikan informasi keuangan yang tarkait
dengan pencapaian kinera.
Informasi  dalam LAKIP belum dimanfaatkan dalam perbaikan
perencanaan, penilaian dan perbaikan program serta peningkaian Kinerja
dan penilaian kinerja satker.

d. Evaluasi Kinerja= Bobot 10% nilai yang diperoleh 8,13%:
Permantaugn terhadap kineria’kegiatan serta monitoring dan gvaluasi belum
dilakukan secara periodik dan belum sepenuhnya ditindaklanjuti secara optimai.

e, Pencapaian Kinerja= Bobot 20% nilai yang diperoleh 13,33%:
Aspek ketepatan ingikator-indikator, capaian target output/outcome, ketepatan
target, kehandalan informasi kinerja dan keselarasan kinerja, menunjukkan
bahwa secara umum capaian kinerjia output cukup memuaskan, namun capaian
kinerja outcome perlu ditingkatkan.

FEekomendasi
Berdasarkan hal diatas direkomendasikan.
a. Perencanaan Kinerja

1)

2)

3)
4)

Dokurmen Renstra agar digunakan sebagai acuan dalam penyusunan
dokumen Renstra unit kerja dibawahnya dan dalam menyusun RKA serta
Renstra diraviu secara berkala.

Agar dokumen RKT digunakan sebagai acuan untuk menyusun Rencana
Kerja dan Anggaran {RKA}.

RKT yang seharusnya terpisah masih mnyatu dengan Dokumen LkjiP.
Dokumen PK agar dimoniter pencapaiannya secara berkala dan
dimanfaatkan dalam pengarahan dan pengerganisasian kegiatan serta
target kinerja yang telah diperjanjikan digunakan untuk mengulkur
keberhasilan satker.

h. Pengukuran Kinerja

1)

2)

Pada pemenuhan pengukuran kineria agar memperhatikan mekanisme
pengumpulan data kinerje secara keseluruhan  sehingga dapat
menggambarkan keberhasilan entitas organisasi.

Pengukuran kinerja agar digunakan untuk pengendalian dan pemantauan
kinerja secara berkala dan IKU agar direviu secara berkala.




¢. Pelaporan Kinerja

1) Menyempurmnakan informasi kinerja dalam LKJIP dengan analisis yang lebih
mendalam dengan memperhatikan capaian target indikator kinerja setiap
sasaran seria dilengkapi dengan berbagai perbandingan capaian kinerja.

2}  Agar LKjIP memberikan informasi kinerja yang memadai dari tahun ke
tahun sesual pericde Renstra dan menyajikan informasi keuangan yang
terkait dengan pencapaian kinerja.

3} Menambah daya guna LKjIP sebagai sumber informasi dalam upaya
perbaikan perencanaan, penilaian kinefja dan perbaikan pelaksanaan
program sertapeningkatan kinerja periode selanjutnya.

. Evailuasi Kinerja

Melakukan pemantauan terhadap kinerja’kegiatan dan mengoptimalkan
monitering dan evaluasi kinerja/kegiatan secara periodik serta menindakianjuti
hasil rekomendasi dari monitoring dan evaluasi tersebut.

. Pencapaian Kinerja

Dalam merumuskan sasaran dan indikator agar memperhatikan ketepatan target
yang telah ditetapkan, ketepatan indikator kinerja, kehandalan informasi dan
keselarasan kinerja berdasarkan tugas dan fungsi pengadilan sehingga uraian
pelaksanaan kegiatan dan proses yang tefah dilakukan menggambarkan Kineria
atau oufcome yang memadai.

Cemikian hasil evaluasi atas Akuntabilitas Kineja Pengadilan Negeri

Majalengka tahun 2018, dengan harapan agar rekomendasi yang disampaikan dapat
ditindaklanjuti dan dijadikan sebagai sarana peningkatan kinerja di FEngkungan
Pengaditan Negeri Majalengka.

Atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Tembusan Yth:

1.

Sekretaris Mahkamah Agung R,
Di Jakartz

2. Kepala Badan Pengawasan Mahkamah Agung R.I.

Di Jakarta




KERTAS KERJA EVALUASI
LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANS! PEMERINTAH
DILINGKUNGAN PENGADILAN TINGGI BANDUNG
SATIAN KERJA : PENGADILAN NEGERE MAJALENGKA

TAHUN 2018
UNIT KERJA
NO KOMPONEN/SUD KOMPONEN — Y TOTAL
2 3 4

A. PERENCANAAN KINER.JA [35%)
| DOKUMEN RENSTRA {12.5%)

a.|PEMENUIBAN RENSTRA {2.5%)

Bolkumen Renstra talah ada

Bokumen Renstra ielahh memust visi, misi, tujuan, sasaran,
2|indikator kinerja sasaran, farget tehunan, indikator kinerja ujuan
dan target jangka menangah

—

b.|KUDALITAS RENSTRA (6.25%)

Tujuan dan $asaran telah berorientasi hasil

Program/egiatan  merupakan cara untek  mencapai
tujuan/sasaran/nasil program

Renstra telah menyajikan LU

Indikater ¥inerja tujuan {(outcome) dan sasaran (outeome dan
output) telan memenuhi kriteria indikator kinerja yang baik

Target kinerja ditetapkan dengan baik

Dokumen  Renstra  tetlah selaras dengan Dokumen
RPJMN/Dokumen Renstra stasannya

Dokumen Rensira telsh menetapkan hal-hsl yang seharushya
ditetapkan {dalam kontrak kinerja#tugas fungsi)

oo ) o i) B

c.[IMPLEMENTAS! RENSTRA {3.75%])

10 Dokumen Hensira digunakan sebagai acuan delam penyusunan
dokurmen perencanaan tahurnan

Dokurmen Rensira digunakan ssbagsai acuan dalam penyusunan
Dokumen Renstra unit kera

Dokumasn  Renstra  digunskan ssbagal ascusn  penyusunan
Dokurmen Rencarna Kerja dan Anggaran

13| Dokumen Reanstra talah direview secara berkala

11

12

Il,|DOKUKMEN PERENCANAAN KINERJA TAHLINAN [7.5%)
a..PEMENUHAN PERENCANAAN KINERJA TAHUElAN {1.5%)
Dokumen RKT tefah ada i

1 :
2| Dokumen RKT disusun sebelum mengajukan RKA
]

Cokumen RKT telah memuat sassran, indikator kineris sasaran,
dan target kinena tahunan

[

[,

b.|KUALITAS PERENCANAAN KINERJA TAHUNAN (3.75%)
Sasaran telah berorientast hasil

Terget dalam dokumen RKT merupakan cara untuk mencapal
sasaran

4
5
&|RKT telah menyajikan KL
¥
B
8

indikator Kinerja sasaran dan kegiatan tslgh memenuhi kriteria
indikator kinsrja yang baik

Target kinerja ditetapkan dengan baik

Daokumen RKT talah selaras dengan dokumen Renstra

olo| o |o| = |=

c.|IMPLEMENTASI PERENCANAAN KINERJA TAHUNAN {2.25%)

Dokumen RKT telah digunakan sebagai acuan urduk menyusun]
penstapan kinstja (FK) ;
Dokumen RKT digunakan sebagai acuan dalam penyusunan RKT

unit kerja

aih

11




12

anggaran {RKA) (a.l. Target kinerja RKT vs Target kinerja RKA)

Dokumen RKT telah digunakan sebagai acuan untuk mManyusur -

H.|DOKUMEN PENETAPAN KINERJA {15%)

10,75

|PEMENUHAN PK (3%)

Dekumen PK unit kera telah ada

a

1

2|Dokumen PK disusun segera setelah anggaran disetujui _
4 Dokumen PK telah memust sasaran, indikator kinerja, dan taraet|

[angka pendsk

[ KUALITAS PK {7.5%)

Sasaran telah berorientasi hasil

Indikator kinerja sasaran telah memenuhi kriteria indikator kinena
yang baik

Target kinerja ditetapkan dengan baik

h
4
SPK telah menyajikan IKU
&
7
g

Dokumen PK telah selaras dengan dokumen RKT

oo o JoFpor

C.JIMPLEMENTASI PK (4.5%)

9|Dokumen PK telah dimanitor pencapaiannya secars berkala

Dokumen PX tefsh dimanfaatkan dalam pangarahan  dan
pengorganisasian kegiatan

1

Target kinerja yang diperjanjikan tefah digurakan untuk mangukur
kebarhasilan

—

8. PENGUKURAN KINERJA (20%)

R

{\PEMENUHAN PENGUKURAN {4%}

Telah terdapat indikator kineria wtema (IKU) sebagal ukuran
kinerja secara formal

ZlTerdapat mekanisme pengumputan data kinerja

L{KUALITAS PENGUKURAN {10%)

IKU telah dapat diukur secara chyaktif

07

KU telsh menggambarkan hasil

075

L) telah relevan dengan kondisi yang akan dittkur

075

3
4
]
E1KU telah cukup untuk mengukur kinerja
F)IKU telah diukur realisasinya

8

Indikator kinerja sasaran dapat divkur secara abyaktif

075
. ﬂ?ﬁ"

8iIndikatar kinerja sasaran menggamhbarkan hasil

0 Indikator kineria sasaran relevan dengan sasaran yang akan
diukur

11Indikator kinerja sasaran cukup untuk mengukur sgsarannya

2[Indikator kinerja sasaran telah diukur reaiisasinya

3|Pengumpylan data kinerja dapat diandalkan

{butanantriwulanan/semestar)

FPengumpulan data kinerja dilakukan secara berkalg

o |To|T| T |olooloijore|or

Iil.

IMPLEMENTASI PENGUKLURAN (8%)

1

5 Kl telah dimanfaatkan dalam dokumen-dokumen perencanaan
dan penganggaran

1

8|IKU t8lah dimanfaatkan unluk peniaian kinerja

1

71Kl t2lah direview secara berkala

18

Hasil psngukuran kineja telah digunakan umtuk penyusunan
laporan kinerja

ooy o

18

Pengukuran kinerja digunakan wuntuk pengendalian dan
pemantauan kinerja secara barkala

C. PELAPORAN KINERJA {15%)

), PEMENUHAN PELAPDRAN (3%)




1jLAKIP telah disusun y
2|LAKIP telah disampaikan lepat waktu ¥
il. PENYAJIAN INFORMASI KINERJA {8%)
3|LAKIP bukan merupakan kompitasi dad Untt Kera di bawahnya |~ B~ .
LAKIP manyajikan informasi pencapaian sasaran yang berorientasi - b
cutputfoutoome : -
S|LAKIP menyajiken informasi mengenai pencapaian IKU b
LAKIP  menyajikan informasi mengenai kinara yang telah b
diperjanjikan .
7|LAKIP menyajikan evaluasi dan analisis mengenai capaian kinerja | © b
LAKIP menyajikan pembandingan datz kinera yang rmemadai
8antara reailisasi tahun ini dengan realisasi tabun sebelummya dan{ - b
pembandingan lain vang diparukan
LAKIF menysjikan infarmasi  keuangan yang terkait dengan b
pencapaian kinerja
10[informasi kinerja dalam LAKIP dapat diandalkan b
1, PEMANFAATAN INFORMAS] KINERJA (4%)
11 Informasi yang disajikan telah digunakan dazlam pertxaikan b
perencanaan
Infarmasi yang disajikan teleh digunakan untuk meniai dan
12 = - . b
memperbaiki pelaksanaan program dan kegiatan organisasi
13|Informast yang disgjikan telah digunskan untuk peningkatan kinerjg b
14pnformasi yang disgjikan telah digunakan untuk penitaian kinerja b
B. EVALUAS| KINERJA (10%)
l.|IPEMENUHAN KLALITAS EVALUASI {(10%)
1|Apakah telah dilakukan monitoring dan evatuasi y [
2{Pemantauan tsrhadap knejakegiatan telah dilakukan b Q75
3iMonitaring dan evaiuast talah dilakukan secara periodik b 0,75
4i Rekemendasi monitoring dan evaluasi telah ditindakianuti 4] 075
E. PENCAPAIAN SASARANIKINERJA ORGANISASI {20%])
I.|KINERJA YANG DILAPORKAN (OUTPUT) {10%) . -
1;Target dapat dicapa b TS
2|Capaian kinaga lebih baik dar tahun sebelumnya B _075 .
3|Informasi mengenal kinerja dapat diandaikan b - Q75
Il. KINERJA YANG DILAPORKAN (QUTCOME} {10%)
4|Target dapaf dicapa b
5|Capaian kinerja iebih baik dan tahun sebelumnya 4
&|Informasi mangenai kineria dapat diandalkan ¢
HASIL EVALUAS! AKUNTABILITAS KINERJA [103%) 74,57




PENGADILAN TINGGI BANDUNG

JL. CIMUNCANG NO.21 D BANDUNG 40125
Telp. (022). 87832124, Fax ((22). 87832125
Website: www.pt-bandung.go.id
Email: info@pt-bandung.po.id

KEPUTUSAN
KETUA PENGADILAN TINGGI BANDUNG
Nomor: Wit.LU/ W § fOT.01.2/v//2019

TENTANG

PENUNJUKAN TIM EVALUAS] SISTEM AKUNTABILITAS KINERIA INSTANS| PEMERINTAH

Membacs

Menimbang

Mengingat

{SAKIP} PADA PENGADILAN TINGKAT PERTAMA
DI WILAYAH HUKUM PENGADILAN TINGGI BANDUNG

KETUA PENGADILAN TINGGI BANDUNG

Surat  Kepala  Badan  Pengawasan  Mahkamah  Agung  R.L
No.800/BP/0T.01.2/05/2019 Tanggal 20 Mel 2019 tentang Evaluasi Sistem
Akuntabilitas Kinerfa Instansi Pemerintah (SAKIP);

. Bahwa dalam rangka pelaksanaan Evaluasi Sistern Akuntabilitas Kinerja

Instansi Pemerintah [SAKIP) maka perlu dibentuk Tim Evaluasi Sistem
Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah {SAKIP} pada Pengadilan Tingkat
Partama di wilayah hukum Fengadilan Tinggi Bandung

. Bahwa pejabat atau pegawai yang namanya tercantum dalam lampiran

Surat Keputusan ini dipandang mampu untuk melaksanakan tugas
tersebut;

. Pergturan Pemerintah Nomar 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan  Keuangan

dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2006 Nomer 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomar

. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas

Kinerja [nstansi Pemerintah;

. Peraturan Pemerintah Pemerintah No.39 Tahun 2006 Tentang Tata Cara

Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rncana Pembangunan

. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negaraz dan Reformasi

Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk
Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kineria dan Tata Cara Reviu Atas
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;

. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Refarmasi

Birokrasi Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman
Evaluasi atas [mplementasi Sistem Akuntabilitasi Kinerja Instansi
Pemerintah;




Menetapkan

KESATU

KEDUA

KETIGA

KEEMPAT

MEMUTUSKAN

PENUNJUKAN TIM EVALUASI SISTEM AKUNTABILITAS KINERIA [INSTANS
PEMERINTAH [SAKIP) PADA PENGADILAN TINGKAT PERTAMA DI WILAYAH

HUKUM PENGADILAN TINGGI BANDUNG

Membentuk Tim Evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
[SAKIP) pada Pengadilan Tingkat Pertama di wilayah hukum Pengadilan Tinggi
Bandung dengan susunan keanggotaannya sebagaimana tersebut dalam

Lampiran Surat Keputusan ini.
Tim fersebut beriugas:

a. Melakukan Evaluasi Sistem Akutabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
{SAKIP) pada Pengadilan Tingkat Pertama di wilayah hukum Pengadilan

Tinggi Bandung.

b. Selanjutnya hasil Evaluasi Sistem Akutabilitas Kiner|a tnstansi Pemerintah
(SAKIP} berupa Kerta Kerja Evaluasi {KKE) dan Laporan Hasil Evaluasi (LHE)
dikirimkan ke masing-masing Pengadilan Tingkat Pertama di wilayah
hukum Pengadilan Tinggi lawa Barat dan tembuasan kepada Badan
Pengawasan Mahkamah Agung R.\. dan Badan Urusan Administrasi c.q.
Biro Perencanaan dan Organisasi.

c. Melaporkan hasil evaluasi laporan atas pelaksanaan tugas dimaksud
kepada Ketua Pengadilan Tinggi Bandung.

Biaya vang timbul atas pelaksanaan Surat Keputusan ini dibebankan kepada
anggaran DIPA Pengadilan Tinggi Bandung

Surat Keputusan ini mulai berlaku pads tanggal ditetapkan dan berakhir
dengan sendirinya setelah panitia menyampaikan laporan dan menyampaikan
pelaksanaan tugasnya dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata
terdapat kekeliruan maka akan diadakan pembetulan sepertunya.

Ditetapkan di : Bandung
Pada tanggal - ;7. 24 Mei 2013
I{HUEFENGADI T‘E INGGI BANDUNG,/‘L

- J
—r _

H. ARWAN B‘I"Jl}l 5.H., M.H.
NIP.195208081980031001

Tembusan disampaikan kepada Yth:
1. Sekretaris Mahkamah Agung R.i. di Jakarta;
2. Kepala Badan Pengawasan Mahkamah Agung R.1. di Jakarta



Lampiran Surat Keputusan Ketua Pengadilan Tinggi Bandung
Nomor : Nemor : W1l.l/ JOT.01.2/v/2019, tanggal 24 Mai 2019

SUSUNAN TIM EVALUASI SISTEM AKUNTABILITAS KINERIA INSTANS PEMERINTAH {SAKIP}
PADA DENGADILAN TIN_GKAT PERTAMA
D1 WILAYAH HUKUM PENGADILAN TINGGL BANDUNG

Penanggungjawab
1. Ketua Pengadilan Tinggi Bandung

3. \Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Bandung

Ketua Tim :
1. Panitera Pengadilan Tinggi Bandung

2. Sekretatis Pengadiian Tinggl Bandung

Koordinator
1. Ka.Bag Umum dan Keuangan
2. Ka. Bag Perencanaan dan Kepegawaian

Anggota
Panitera Muda Pidana

Panitera Muda Hukum

Panitera Muda Perdata

Panitera Muda Tipikor

Kepala Sub Bagian Rencana Program dan Anggaran
Kepala Sub Bagian Rumah Tangga dan Tata Usaha
Kepala Sub Bagian Keuangan dan Pelaporan
Kepala Sub Kepegawatan dan Teknologi Informasi

0N DY RW D

DitetapkarnHi : Bandung
Padd-fn : 24 Mei 2019

ETUAL N TINGGI BANDUNG,
8

e LA [ ey,

H. ARWAN BYRIN, 5.H., M.H.
MIP.195208081980G31001






